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PENETAPAN
Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BAJAWA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam

sidang telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan

Perkawinan/ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

XXX, NIK 5309021808910004 umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan
Nelayan, Pendididkan SMP, tempat kediaman di YY,
RT/RW.004/001 Kel/Desa YY, Kecamatan YY, Kabupaten

YY, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

XXX, NIK 5309025212840005 umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, Pendididkan SD, tempat kediaman di YY,
RT/RW.004/001 Kel/Desa YY, Kecamatan YY, Kabupaten
YY, No Hp. 081235166343, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
02 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Bajawa, Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bjw, tanggal 02 September 2024, dengan
dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah menikah menurut syariat
Agama Islam pada tanggal 03 November 2014 di Maumbawa,
RT/RW.004/001 Kel/Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan,
Kabupaten Ngada, yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung
Pemohon Il Bernama Umar Siwi bin Ebas, dan yang menjadi munakih

(yang menikahkan) dalah Imam Masjid Nurul Huda Maumbawa, Bernama
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Umar H. Ishak dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing

bernama Abubakar Muhammad dan Hamid Jafar, dengan maskawin berupa
Mukenah;

2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon | adalah Perjaka dalam usia
19 tahun dan Pemohon Il adalah Perawan dalam usia 29 tahun;

3. Bahwa pada saat permohonan itsbat nikah ini diajukan, Pemohon | tidak
mempunyai Istri lain selain Pemohon Il, dan Pemohon Il tidak mempunyai
Suami lain selain Pemohon I;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri di Maumbawa, RT/RW.004/001 Kel/Desa
Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, dan belum
dikaruniai anak;

5. Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada hubungan
darah, tidak pernah sesusuan atau tidak terdapat larangan kawin
sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal
8 tentang perkawinan;

6. Bahwa sejak Pemohon | dan Pemohon II menikah sampai dengan
sekarang, tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan pernikahan
Pemohon | dan Pemohon Il. Pemohon | dan Pemohon Il juga tidak pernah
murtad dan tidak pernah bercerai;

7. Bahwa pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il belum dicatat
menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku, dikarenakan Pemohon | tidak mempunyai biaya untuk
mendaftarkan perkawinan Pemohon | dengan Pemohon |l secara resmi;

8. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sangat membutuhkan bukti
pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dalam mengurus administrasi
kependudukan dan penerbitan buku nikah dan lainnya;

9. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il diperintahkan untuk mencatatkan
pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Golewa Selatan,
Kabupaten Ngada;

10. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tergolong masyarakat tidak
mampu secara ekonomis sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu
(SKTM) dari Kepala Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan,
Kabupaten Ngada, berdasarkan No: 145/Pem/03/302/VIII/2024 pada
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tanggal 27 Agustus 2024 oleh karena itu mohon agar Pemohon | dan

Pemohon Il dibebaskan dari segala yang biaya yang timbul dalam perkara
ini;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, Pemohon | dan Pemohon Il mohon
agar Ketua Pengadilan Agama Bajawa, cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa
dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon I;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (XXX) dengan Pemohon
Il (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 03 November 2014 di Maumbawa
RT/RW. 004/001, Desa YY, Kecamatan YY, Kabupaten YY;
3. Memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencatatkan
pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Golewa Selatan,
Kabupaten Ngada;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Negara;
Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa berpendapat lain, mohon
penetapan lain yang seadil-adilnya;
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di
persidangan;
Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para

Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah
mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon |, Nomor
5309021808910004, tanggal 16 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Ngada, Bukti
fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh hakim, dicocokkan dengan
aslinya, ternyata cocok dengan aslinya dan telah dinazagelen, Diberi
tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II, Nomor:
530905212840005, tanggal 16 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Ngada, Bukti
fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan
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dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya dan telah dinazagelen,

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode (P.2);

B. Saksi:

1. XXX, umur 51, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat
kediaman di Maumbawa, RT/RW.007/002 Kel/Desa Kezewea,
Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, dibawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah
tetangga paman Pemohon II;

- Bahwa saksi tahu para Pemohon menikah pada tanggal 03
November 2014;

- Bahwa, saksi tahu pernikahan para Pemohon dilaksanakan di
Maumbawa, Kecamatan Golewa selatan, dengan wali nikah adalah
ayah kandung Pemohon Il yang berwakil kepada imam masjid
Nurul Huda Maumbawa yang bernama Umar H. Ishak, disaksikan
oleh dua orang saksi masing masing bernama Abu Bakar
Muhammad dan Hamid Jafar dan Ismail dengan mahar berupa
Mukenah dibayar tunai;

- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon | berstatus jejaka dalam usia
19 tahun, sedang Pemohon Il berstatus perawan dalam usia 29
tahun;

- Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon | dan Pemohon Il
tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;

- Bahwa, para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya ke KUA
karena para Pemohon tidak punya biaya;

- Bahwa, selama ikatan perkawinan antara para Pemohon, tidak ada
pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahannya;

- Bahwa, saksi tahu perkawinan para Pemohon belum diakaruniai
anak;

- Bahwa, saksi tahu selama pernikahan para Pemohon tidak pernah
bercerai dan masih tetap beragama Islam;

- Bahwa, para Pemohon mengajukan isbat nikah ini adalah agar
pernikahan para Pemohon tercatat secara hukum;

2. XXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
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Nelayan, tempat kediaman di Maumbawa, RT/RW.004/001 Desa

Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, dibawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah
adik angkat Pemohon II;

- Bahwa saksi tahu para Pemohon menikah pada tanggal 03
November 2014;

- Bahwa, saksi tahu pernikahan para Pemohon dilaksanakan di
Maumbawa, Kecamatan Golewa selatan, dengan wali nikah adalah
ayah kandung Pemohon Il yang berwakil kepada imam masjid
Nurul Huda Maumbawa yang bernama Umar H. Ishak, disaksikan
oleh dua orang saksi masing masing bernama Abu Bakar
Muhammad dan Hamid Jafar dan Ismail dengan mahar berupa
Mukenah dibayar tunai;

- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon | berstatus jejaka dalam usia
19 tahun, sedang Pemohon Il berstatus perawan dalam usia 29
tahun;

- Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon | dan Pemohon Il
tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;

- Bahwa, para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya ke KUA
karena para Pemohon tidak punya biaya;

- Bahwa, selama ikatan perkawinan antara para Pemohon, tidak ada
pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahannya;

- Bahwa, saksi tahu perkawinan para Pemohon belum diakaruniai
anak;

- Bahwa, saksi tahu selama pernikahan para Pemohon tidak pernah
bercerai dan masih tetap beragama Islam;

- Bahwa, para Pemohon mengajukan isbat nikah ini adalah agar
pernikahan para Pemohon tercatat secara hukum;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

penetapan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai
ketentuan Buku Il Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 145, yang
pemberlakuannya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor
032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi Pengadilan, dan Surat Edaran Ketua Muda Agama (TUADA)
Nomor 14/ TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku Il Edisi Revisi
Tahun 2014, dan ternyata selama jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal
pengumuman, tidak ada pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan
merasa dirugikan, oleh sebab itu Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara
formil dapat diperiksa;

Pokok Perkara
Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah

sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah melangsungkan
pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 03 November
2014 di Maumbawa, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, dengan
wali nikah ayah kandung Pemohon Il berwakil kepada imam masjid Nurul Huda
Maumbawa bernama Umar H. Ishak, dengan dua orang saksi bernama Abu
Bakar Muhammad dan Hamid Jafar dengan maskawin Mukenah dibayar tunai,
namun belum dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, oleh
karena itu Hakim berpendapat bahwa Pemohon | dan Pemohon Il merupakan
pihak yang berkepentingan langsung (persona standi in judicio) atau memiliki
kapasitas (legal standing) untuk mengajukan permohonan itsbat nikah
sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum

Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon
tersebut, maka para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah
didasarkan pada alasan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 dan Pasal
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7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karena perkara ini

berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan, maka yang menjadi
pokok masalah adalah:

Apakah benar perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat
dan rukun perkawinan secara syariat Islam serta tidak melanggar
peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia?;

Analisis Pembuktian
Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil
permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta

saksi-saksi yaitu: Hasan Ibrahim dan Samsul Umar bin Usman Badbhiri;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup, dicap
pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat
tersebut telah sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 1888
KUHPerdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya Hakim menilai bukti-bukti
surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi KTP atas
nama para Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk
itu. Bukti tersebut merupakan akta autentik yang isinya langsung
berhubungan dengan apa yang didalilkan, tidak bertentangan dengan
kesusilaan, agama dan ketertiban umum, serta pembuatannya sengaja
dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, yang kekuatan
pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (volledig en bindende
bewijskracht) sebagaimana Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUHPerdata
sehingga secara syarat materil telah terpenuhi, oleh karenanya
berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa
Penggugat tercatat sebagai warga Kabupaten Ngada yang termasuk dalam
wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bajawa secara kewenagan relatif;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh para
Pemohon telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di
persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa
satu persatu, tidak dibawah umur dan tidak terhalang secara hukum untuk
didengar kesaksiannya, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 172 ayat 1
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angka (4) R.Bg., saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang

saksi, sehingga dapat di terima;

Menimbang, secara materil saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon
keterangannya saling bersesuaian dan juga sesuai dengan dalil-dalil yang
harus di buktikan oleh para Pemohon yaitu kedua saksi mengetahui peristiwa
prosesi akad nikah yang dilakukan para Pemohon pada tanggal 03 November
2014 secara hukum Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon Il yang
berwakil kepada imam Masjid Mumbawa dan disaksikan oleh 2 (dua) orang
saksi serta mengetahui antara Pemohon | dan Pemohon Il saat menikah
berstatus jejaka dan perawan dan belum dikaruniai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon ke
dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian,
jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (vide Pasal 306 R.Bg.), maka
Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal
pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.,
sehingga saksi-saksi tersebut dan Kketerangannya dapat diterima dan
dipertimbangkan;

Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas,

ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal
03 November 2014 di Maumbawa RT/RW 004/001, Desa Kezewea,

Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada;

2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon Il yang
berwakil kepada imam Masjid Nurul Huda Maumbawa bernama Umar H.
Ishak dengan mas kawin berupa Mukenah dibayar tunai, dan ijab gobul
antara Pemohon |l dengan yang menikahkan adalah langsung tanpa
berselang waktu, dengan disaksikan 2 orang saksi, yaitu Abu Bakar
Muhammad dan Hamid Jafar;

3. Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon | berstatus jejaka

berusia 19 dan Pemohon Il perawan berusia 29 tahun;

4. Bahwa diantara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk

melaksanakan pernikahan, baik menurut peraturan perundang-undangan
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maupun hukum syar'i;

5. Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Pemohon | dengan
Pemohon Il belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama
Islam (Murtad);

6. Bahwa selama ikatan perkawinan, tidak ada pihak lain yang keberatan
atas keabsahan pernikahannya;

7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon | dan Pemohon Il belum

dikaruniai anak;

8. Bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini bertujuan untuk

kepastian hukum tentang status pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum
Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya
di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan
dengan akta nikah, sementara perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il
dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak
dicatatkan pada KUA dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun
dikarenakan adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak yang harus dilindungi,
maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk mempertimbangkan permohonan
yang diajukan Pemohon | dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengitsbatkan perkawinan yang
dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila
perkawinan tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan
bagi orang Islam menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan
dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon | dengan Pemohon
Il tersebut telah sesuai dengan hukum agamanya, hanya saja belum
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tercatatkan sesuai dengan maksud Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,

maka permohonan Pemohon | dan Permohonan Il patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Inpres Nomor 1
Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam rukun dan syarat perkawinan
disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami,
calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta adanya ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan, Pemohon | beragama Islam
dan Pemohon Il juga beragama Islam, maka pernikahan tersebut telah
memenuhi ketentuan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan, Pemohon | telah dewasa
berumur 19 tahun dan Pemohon Il berumur lebih dari 19 tahun maka
pernikahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana
maksud Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada
hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, dan
Pemohon | juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pria lain, serta tidak ada
halangan yang lain untuk melaksanakan pernikahan diantara keduanya, maka
pernikahan antara Pemohon | dan Pemohon Il tersebut bukan merupakan
perkawinan yang terlarang sebagaimana maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah Hukum Islam dalam Kitab
I'anatut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang selanjutnya dijadikan sebagai
pendapat Hakim yang berbunyi:

oralis 5 s S o abog i 5 aimo S ble] Gl Tl sl 9 g
Joas
Artinya: Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan

harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya
wali nikah dan dua orang saksi yang adil;
Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan antara
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Pemohon | dan Pemohon Il tersebut, adalah ayah kandung Pemohon IlI, yang

berwakil kepada Umar H. Ishak (imam masjid), maka Hakim berpendapat
bahwa wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon | dan Pemohon Il tersebut
adalah wali nikah yang sah, karena telah memenuhi salah satu rukun nikah dan
syarat sebagai wali nikah, sebagaimana yang ditentukan Pasal 14, 19, 20, 21
ayat (1) dan 28 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan antara Pemohon | dan Pemohon Il
tersebut, juga terdapat dua orang saksi nikah, mereka laki-laki muslim dan akil
baligh, serta saksi tersebut juga hadir dan menyaksikan secara langsung agad
nikah tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa saksi nikah tersebut adalah
saksi nikah yang sah, karena telah memenuhi salah satu rukun nikah dan
syarat sebagai saksi nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 14, 24, 25 dan 26
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah Hukum Islam dalam hadits Nabi
Muhammad SAW dari Imran bin Husen yang diriwayatkan oleh Ahmad lbnu
Hanbal dari riwayat Abdullah, yang berbunyi sebagai berikut:

NS Y JB plwy ade alll Glo dll Jguw, s o> ol Olros yo

Jas saalivg o

(alllae e 59, Jbiz o >axl ols))

Artinya: Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW., telah bersabda

“Tidaklah sah suatu pernikahan, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua

orang saksi yang adil” (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Menimbang, bahwa saat akad nikah dilangsungkan terdapat ijab dan
kabul antara wali nikah dengan calon mempelai pria (Pemohon Il) diucapkan
sendiri secara langsung, jelas, beruntun dan tidak berselang waktu, maka
Hakim berpendapat bahwa ijab dan kabul tersebut adalah sah, karena telah
memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat ijab kabul, sebagaimana
ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-
tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat
menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut
termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk
berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;
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Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu

bentuk ibadah (vide Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu
jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut
Pasal 28D ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah
perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan
adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan
kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila
telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami,
adanya calon isteri, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi, dan
melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah
meresepsi (receptie) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum
positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara
hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan
tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan
dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diitsbatkan melalui
Pengadilan Agama, dan salah satu alasannya adalah dalam hal yang
berkenaan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak
mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan para Pemohon pada tanggal 03
November 2014 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai
dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi
Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam
Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas

ternyata perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il adalah sah karena
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dilakukan menurut agama dan kepercayaannya (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam),
serta telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan maksud
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 14 Kompilasi
Hukum Islam, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan Pasal
44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka permohonan Pemohon | dan Pemohon Il cukup beralasan dan tidak

melawan hak, oleh karena itu petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang
melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai
Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32
Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon | dengan Pemohon
Il tersebut telah sesuai dengan hukum agamanya, hanya saja belum
tercatatkan sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Jo. Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan
Pemohon | dan Permohonan Il patut untuk dipertimbangkan, mengingat
pencatatan pernikahan itu sendiri bentuk perlindungan Negara kepada
warganya, tidak sebatas sebagai tertib administrasi melainkan untuk menjamin
warganya mendapatkan hak-hak keperdataan dari sebuah tindakan hukum
yang dilakukan oleh warganya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang
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Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal

perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah,
pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat
Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara
formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat
sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon I
untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di
wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman
para Pemohon (KUA Kecamatan Golewa Selatan) dengan membawa salinan
penetapan ini sebagaimana dikehendaki Pasal 34 Undang Undang Nomor 23
Tahun 2006. Adapun penunjukan Pejabat KUA tersebut telah sejalan dengan
maksud Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mentri Agama Nomor 20 Tahun 2019
Tentang Pencatatan Perkawinan yang berbunyi Pencatatan Nikah berdasarkan
putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA
Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Agama Bajawa, Nomor 597/KPA.W23-A8/SK/HK.05/09/2024,
tanggal 2 September 2024 tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran
Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA
Pengadilan Agama Bajawa tahun 2024, hal ini sejalan dengan maksud Pasal
273 R.Bg Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian
Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Jo. SK Dirjen
Badilag Nomor 065/DJA/OT.01.1/SK/1/2022  perihal Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan
Agama Tahun Anggaran 2024,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum

angka 4 (empat) dapat dikabulkan;
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Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan

hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (XXX) dengan Pemohon
II (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 03 November 2014 di Maumbawa
RT/RW. 004/001 Desa YY, Kecamatan YY, Kabupaten YY;

3. Memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencatatkan
pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Golewa Selatan,
Kabupaten Ngada;

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Negara;

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 23
September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1446
Hijriah, oleh Ridwan, S.H.l., sebagai Hakim Pengadilan Agama Bajawa dan
diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari
itu juga, dengan dibantu oleh Arie Sutanto, S.H.l., M.H., sebagai Panitera

Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti, Hakim,
Ttd. Ttd.
Arie Sutanto, S.H.l., M.H. Ridwan, S.H.I.
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Perincian biaya: Nihil
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